BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

KAJIAN, ANALISA DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

2016 2018

UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial

UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2 |UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

3 |UU No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

4 |UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru

Ketenagakerjaan dan Dosen
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BADAN KEAHLIAN DPR RI

G

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

KAJIAN, ANALISA DAN EVALUASI PASAL/AYAT DALAM UU YG DIBATALKAN

BERDASARKAN PUTUSAN MK

NO 2016 2017 2018
1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | UU  No. 15 Tahun 2011 tentang | UU No. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Penyelenggara Pemilu Daerah
2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara | UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi | UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana
Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU No. Nomor 8 Tahun 2011
3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem |UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu | UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Pendidikan Nasional Presiden dan Wapres Retribusi Daerah
4 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan | UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Rl | UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Mineral dan Batubara Bumi
5 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum | UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Anggota DPR, DPD, dan DPRD
6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan | UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Aceh Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 19 Tahun 2016
7 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan | UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik
8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas | UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan | UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Kawasan Pemukiman
9 uu No. 20 Tahun 2002 tentang | UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi | UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP
Ketenagalistrikan juncto UU No. 30 Tahun 2009 | Masyarakat
tentang Ketenagalistrikan
10 | UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah | UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan | UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara
Agung sebagaimana telah diubah terakhir |atas UU No 31 Tahun 1999 tentang
dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mahkamah Agung
11 | UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas | UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik |UU No. 23 Tahun 2006 Administrasi
UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | Kedokteran Kependudukan
12 | UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan | UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan | UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan

Kewajiban Pembayaran Utang

dan Kesehatan Hewan




